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ABSTRAK 
Analisis Efektifitas Pajak danRetribusi Daerah  
Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli  Daerah  
di Kabupaten Maros Tahun 2007-2011 
Henri Angriawan 
Sri Undai Nurbayani 
Rahman Farisi 
 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan 
pajak sektor pariwisata, penerimaan retribusi sektor pariwisata, dan besarnya 
kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros. Adapun ruang lingkup dalam  
penelitian ini adalah menganalisis tingkat efektifitas pajak dan retribusi daerah 
khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Maros tahun 2007 – 2011. Analisis 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif 
berupa analisis efektifitas pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan di 
Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros dan Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata 
menunjukkan hasil yang positif dalam hal efektifitas, ini dapat dilihat dari hasil 
yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas dari keempat penerimaan 
tersebut berada pada kategori sangat efektif. Dari keempat jenis penerimaan 
disektor pariwisata, retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menyumbang 
penerimaan terbesar untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros. Jika 
dirata-ratakan dalam lima tahun terakhir penelitian ini, retribusi tempat rekreasi 
dan olahraga menyumbang pendapatan sebesar Rp. 4.143.525.000. Sedangkan 
sumber penerimaan yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah 
pendapatan yang bersumber dari pajak hiburan,  karena jenis penerimaan ini 
hanya menyumbangkan angka rata-rata sebesar Rp. 6.103.342 
 
Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan 
efektifitas penerimaan pajak 
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ABSTRACT 
Analysis of the effectiveness of taxes and retributions  
tourism sector and roles to the local revenue  
in the county of maros 2007-2011 
 
 
Henri Angriawan 
Sri Undai Nurbayani 
Rahman Farisi 
 
 
 
This research aims to determine the level of the effectiveness of tax receipts tourism 
sector, retributions collection of tourism sector, and the amount of the contribution 
local taxes and retribution for the tourism sector to the local revenue in maros. The 
scope of the research is analyzed levels of the effectiveness of our local taxes and 
retribution especially the tourism sector in kabupaten maros 2007- 2011. Analysis of 
data used in this research is a qualitative analysis of the effectiveness of descriptive 
analysis in the form of tax collection and retribution held at the office central bureau of 
statistics district maros and department of local revenue district maros. The result 
showed that tourism sector showing positive results in terms of effectiveness, this can 
be viewed from results show that average level effectiveness of the four acceptance it is 
in category very effective. A fourth type of revenues from tourism sector, levy a 
recreation and sports contributed the biggest for local revenue district maros.When 
averaged in the last five years, and this experiment levy a recreation and sports 
contributed revenue amounting to Rp. 4.143.525.000. While source reception have to 
get special attention be income and taken from entertainment tax, because of receipts 
will only donate average rate of Rp. 6.103.342. 
 
Key word: regional taxes, retribution, local revenue and the effectiveness of tax revenue 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 LatarBelakang 
Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah 
Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai 
pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah 
penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan 
semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan 
pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan 
keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut 
untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri (Bachtiar, 1992). 
Maka dari itu pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan 
mereka untuk meningkatkan PAD mereka yang nantinya akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran atau belanja daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah 
kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi 
ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. 
Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang 
dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen 
utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu upaya 
peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan 
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui 
peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik salah 
satunya dengan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 
Berbicara masalah tentang PAD, tentu kita akan terfokus pada dua aspek 
utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi 
lain yang termasuk dalam PAD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada 
permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD yang 
disebabkan oleh berbagai faktor. Secara administrasi pengelolaan PAD belum 
dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur pemerintahan 
dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasi (kaho 
1997 dalam jackson 2010). Selain itu hambatan dalam mengelolah PAD adalah 
kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat,lemahnya sistem dan mekanisme 
pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi (Basri dalam 
Jackson 2010). 
Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan 
mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata 
dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil 
pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Rudy Badrudin (2001), 
bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata 
milik masyarakat daerah (Community Tourism Development atau CTD). Dengan 
mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang 
penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata 
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yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha 
perjalanan wisata, profesional convention organizer, pendidikan formal dan 
informal, pelatihan dan transportasi. 
Salah satu faktor yang menjadi pendorong berkembangnya industri 
pariwisata di Indonesia  adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 
di dunia dengan kurang lebih 18.110 pulau yang dimiliki dengan garis pantai 
sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia memiliki potensi alam, 
keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purba kala, peninggalan sejaran, 
serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal 
yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. 
Modal tersebut harus dimamfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan 
kepariwisataan yang umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nandi, 2008). 
Sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang besar terhadap 
pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pariwisata menyumbang penerimaan 
kepada daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Pendapatan Asli Daerah 
merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari 
perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang 
termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan 
merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan 
usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007). 
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Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Dari Pajak 
Sektor Pariwisata 
Tahun Pajak Hiburan Pajak Restoran Pajak Hotel Retribusi Tempat 
Rekreasi dan 
olahraga 
2009 3.219.410 452.801.445 31.800.000 3.290.874.401 
2010 3.294.500 472.398.535 53.300.000 4.159.860.400 
2011 18.052.900 2.543.109.612 101.720.000 7.468.000.000 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011 
Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pendapatan daerah khususnya dari 
pajak sektor pariwisata menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, ini 
membuktikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang 
seharusnya dikembangkan serta dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. 
Sementara itu perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana 
dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya 
dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber 
pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah 
tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan 
pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan 
kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai 
penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, 
pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya. (Adegustara, 2009). 
Potensi pariwisata Kabupaten Maros sangat besar, objek dan daya tarik 
wisata tersebar di darat (dalam kawasan hutan konservasi/Taman Nasional) 
serta daerah laut dan pesisir. Berdasarkan beberapa kajian yang pernah 
dilakukan, wilayah Kabupaten Maros memperlihatkan tidak saja keunikan tapi 
juga keragaman objek dan khasanah seni dan budaya yang dimiliki merupakan 
potensi besar untuk pengembangan Pariwisata. 
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Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas 
utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat 
meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu 
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Berdasarkan 
penjelasan latar belakang ini, maka judul dalam penelitian ini adalah “ANALISIS 
EFEKTIFITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA 
DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI 
KABUPATEN MAROS TAHUN 2007 - 2011”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana fokus penelitian yakni : 
1. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak sektor pariwisata di 
Kabupaten Maros. 
2. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah sektor 
pariwisata di Kabupaten Maros. 
3. Seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata 
terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros 
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1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak sektor pariwisata 
di Kabupaten Maros. 
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan retribusi sektor 
pariwisata di Kabupaten Maros. 
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi 
daerah sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Maros 
1.4 Batasan Penelitian 
Batasan penelitian dari penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak 
dan retribusi pada sektor pariwisata per tahun terhitung sejak tahun 
2007−2011. Adapun pajak sektor pariwisata yang dimaksud antara lain pajak 
hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan. Sementara retribusi sektor 
pariwisata yang dimaksud adalah retribusi jasa usaha (Retribusi Tempat 
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa serta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 
Raga). 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain : 
1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai efektifitas pajak 
dan retribusi terhadap PAD khususnya pada sektor pariwisata di 
Kabupaten Maros.  
2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang 
bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 
3. Bagi pemerintah serta pemegang kebijakan, penelitian ini diharapkan 
dapat memberi sumbangsi guna meningkatkan kinerja setiap kalangan 
dalam mengawasi dan memanfaatkan pajak daerah dan retribusi daerah 
sehingga hasil pemanfaatannya sesuai dengan apa yang diharapkan. 
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dihahapkan dapat dijadikan bahan guna 
mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan 
perpajakan dan retribusi daerah khususnya di sektor pariwisata guna 
meningkatkan pendapatan asli daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teoritis 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat 
penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat 
membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Abdul Halim, 2004). 
Adapula yang berpendapat bahwa PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh dari daerah itu sendiri. Penerimaan ini merupakan potensi dan 
kelayakan yang dimiliki oleh suatu daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak 
daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Peningkatan PAD 
sangat diperlukan dalam rangka implementasi undang-undang otonomi daerah. 
Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan PAD juga berarti merupakan 
keberhasilan suatu daerah didalam mengelolah daerahnya untuk menjadi daerah 
yang mandiri yang tidak bergantung pada daerah lain atau pusat, sesuai apa 
yang diharapkan undang-undang otonomi daerah (Djatmikowati, 2007). 
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 
empat jenis pendapatan, yaitu: 1) Pajak Daerah yang terdiri dari pajak provinsi,  
pajak kabupaten/ Kota. 2) Retribusi Daerah, yang terdiri dari retribusi jasa umum, 
retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. 3) Hasil perusahaan milik 
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) Lain-lain 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan 
daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan 
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, 
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, 
potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau 
pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. (Abdul Halim, 2007) 
Sejak pelaksanaan otonomi daerah peningkatan PAD selalu menjadi 
pembahasan penting termasuk strategi peningkatannya. Hal ini mengingat 
bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya 
otonomi daerah. Optimalisasi potensi daerah digalakkan untuk meningkatkan 
PAD. Dalam era otonomi daerah PAD merupakan pencerminan dari local taxing 
power yang seharusnya memiliki peranan yang cukup signifikan. Namun 
kenyataannya peran PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten/Kota masih relatif kecil. Rata-rata kontribusi PAD terhadap 
total penerimaan sebelum era desentralisasi sebesar 0,2 persen (1998-2000), 
sedangkan pada era desentralisasi mengalami penurunan menjadi 8,1 persen 
tahun 2000-2001 (Frenadin Ade Gustara, 2009). 
Untuk peningkatan PAD terkait dengan peran legislatif daerah dalam hal 
ini adalah pada tingkat kebijakan dimana dewan harus menentukan unsur 
kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik 
secara vertikal maupun horizontal. Disamping itu dewan juga dapat 
berpartsisipasi dalam bentuk pengawasan. Bila dewan benar-benar mampu 
menjalankan fungsinya dengan baik dalam kebijakan dan pengawasan, maka 
optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud. 
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Salah satu faktor pendukung dalam mengoptimalkan pendapatan asli 
daerah adalah dengan diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 
dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah menetapkan batas maksimal 
yang lebih tinggi. Dalam undang-undang  tersebut pajak terbagi dalam beberapa 
bagian antara lain, pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 
Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Serta pajak Pajak kabupaten/kota terdiri 
atas, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak 
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara. Dengan demikian 
setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti dan harus berurusan dengan 
pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui 
hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengertian atau definisi perpajakan 
sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai 
inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para 
ahli perpajakan antara lain: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang 
yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung 
(umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dan dapat digunakan 
sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi (Boediono, 2001). 
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan 
ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 
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memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 
jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 
umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005). 
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 
untuk membiayai publict investmen (Resmi, 2003). 
Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
unsur-unsur pajak adalah (1) Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta 
atau pihak lain tidak boleh memungut; (2) Berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum. (3) Tanpa balas jasa 
dari negara yang dapat langsung ditunjuk. (4) Untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah. (5) Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public 
investment. 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, 
termasuk pengeluaran pembangunan (Rahayu, 2010). Berdasarkan hal tersebut, 
maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu: a) Fungsi penerimaan (budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam 
APBN sebagai penerimaan dalam negeri. b) Fungsi mengatur (regular) Pajak 
berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang 
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sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi 
terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat 
ditekan.Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2002) 
Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan 
menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya, 
yaitu menurut golongan pajak terdiri dari 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang 
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi 
beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan. 2) 
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai . b) Menurut 
Sifat, pembagian pajak menurut sifat berarti pembedaan dan pembagian pajak 
berdasarkan pada ciri-ciri prinsip: 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal 
atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, 
dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan . 
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya 
tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai 
dan pajak penjualan atas barang mewah . Menurut Lembaga Pemungut 1) Pajak 
pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai , pajak penjualan atas barang mewah , pajak bumi dan 
bangunan, dan bea meterai. 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 
daerah terdiri atas: a) Pajak propinsi. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan 
pajak bahan bakar kendaraan bermotor. b) Pajak kabupaten/kota. Contoh: pajak 
hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Waluyo, 2002). 
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Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. Pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Pajak Propinsi, 
yang terdiri dari a) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, b) Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, c) Pajak Bahan 
Bakar Kendaran Bermotor, d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah 
Tanah dan Air Permukaan. 2) Pajak Kabupaten/ Kota yang terdiri dari a) Pajak 
Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan, d) Pajak Reklame, e) Pajak 
Penerangan Jalan, f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, g) Pajak 
Parkir. (Kesit, 2003). 
Pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, 
antara lain: a) Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah 
pusat, b) Sederhana dan tidak banyak jenisnya, c) Biaya administrasinya rendah, 
d) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat, e) Kurang dipengaruhi oleh 
“business cycle” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran, f) 
Beban pajak relatif seimbang dan “tax base” yang sama diterapkan secara 
nasional (Kristiadi, 2009).  
Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
sebagai akibat adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau 
pembayaran yang didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda 
yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan 
pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2001). 
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Adapun sifat-sifat dari retribusi daerah itu sendiri antara lain : 1) memiliki 
timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar dalam hal ini 
imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, 
yaitu berupa pelayanan dari Pemda yang memungut retribusi. 2) Retribusi dapat 
dipaksakan, artinya masyarakat yang ingin mendapatkanpelayanan atau 
presentasi dari pemerintah maka wajib membayar retribusi. 
Sejalan dengan sifat-sifat retribusi tersebut diatas, undang-undang nomor 
28 tahun 2009 lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran 
pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan.” Berdasarkan undang-undang nomor 28 
tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria-kriteria pungutan daerah 
tersebut di atas, undang-undang nomor 28 tahun 2009, yang menganut sistem 
closed list, menetapkan 30 (tiga puluh) jenis retribusi daerah yang dapat dipungut 
oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) 
jenis. 
Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi itu 
sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang 
melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan 
retribusi itu sendiri. 
Efektifitas itu sendiri berasal dari suku kata efektif yang berasal dari bahasa 
inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil 
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dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan 
penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas pada dasarnya 
mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas 
merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada 
pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan 
dengan kualitas, kuantitas dan waktu 
Adapun pengertian dari efektifitas menurut beberapa pendapat antara lain 
menurut gibson (1984) yang menyatakan bahwa efektifitas merupakan konteks 
perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, 
efisiensi, fleksibilitas, kepuasansifat keunggulan sertapengembangan. Efektifitas 
diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, 
sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kualitas 
hasil kerja maupun batas kerja yang ditargekan. Dari pengertia tersebut dapat 
dikatakn bahwa efektifitas dapat dijadikan suatu alat yang mengukur 
keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau instansi terhadap kegiatan 
yang dilakukannya. 
Dalam efektifitas itu sendiri terdapat beberapa pendekatan yang dapa 
dilakukan oleh instansi atau perusahaan antara lain pendekatan pencapaian 
tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis serta pendekatan 
nilai-nilai bersaing. Adapun pendekatan pencapaian tujuan itu menganggap 
bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) 
daripada caranya (means). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah 
memaksimalkan laba, memenangkan persaiangan dan lain sebagainya. Adapun 
metode yang terkait dengan pendekatan ini adalah metode Manajemen By 
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Objectives (MBO), yaitu falsafah manjemen yang menilai seberapa jauh mereka 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
Sementara pendekatan sistem menyangkut masalah peningkatan 
kelangsungan hidup organisasi, dalam pendekatan ini lebih menitik beratkan 
pada pemberdayaan sumber daya manusia, mempertahankan diri secara internal 
dan memperbaiki struktur organisasi dan pemamfaatan teknologi agar dapat 
berintegrasi dengan lingkungan. Sedangkan pendekatan konstituensi strategis 
lebih menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu sendiri didalam 
lingkunganya demi menjaga kelangsungan hidupnya.Sedangkan pendekatan 
nilai-nilai bersaing mencoba untuk mempersatukan ketiga pendakatan 
sebelumnya ( Robbins, 1994) 
Efektifitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana 
dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta 
kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat 
dicapai dengan hasil yang memuaskan.( Martoyo, 1998). 
Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 
tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai 
dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa 
efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase 
target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 
Unsur yang penting dalam konsep efektifitas yang pertama adalah 
pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara 
maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi 
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tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. (Emitai Etzioni 1982) 
mengemukakan bahwa efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat 
keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. 
Adapun Komaruddin (1994) juga mengungkapkan bahwa efektifitas adalah suatu 
keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
Efektifitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh 
suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Pusat tanggung jawab 
merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung 
jawab terhadap aktifitas yang dilakukan, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu 
dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output. Semakin besar 
output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit 
tersebut (Anthony, 2005). 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektifitas 
merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 
gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya  
atau dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan 
dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa literatur ilmiah mengemukakan 
bahwa efektifitas merupakan pencaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-
tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan 
pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas juga bisa diartikan sebagai 
pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 
Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara 
yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. 
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Diluar dari hal tersebut, ada satu sektor penerimaan yang kini menjadi 
andalan dibeberapa aderah, yakni sektor pariwisata. Pariwisata sudah diakui 
sebagai industri terbesar abad ini, dilihat dari berbagai indikator, seperti 
sumbangan terhadap pendapatan dunia dan penyerapan tenaga kerja (Pitana 
dan Gayatri, 2005). Pariwisata sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh 
faktor ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan perkembangan teknologi (Hall dan 
Page, 1999). 
Ada beberapa sumber mengenai pengertian pariwisata, antara lain 1) 
Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan 
kegiatan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dan 
tempat tinggal, ke sesuatu atau beberapa tujuan di luar lingkungan tempat 
tinggal yang didorong beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari 
nafkah tetap (BPS, 1991). 2)  Pariwisata menurut Anomius (1992) Wisata adalah 
kegiatan untuk menciptakan kembali baik fisik maupun psikis agar dapat 
berprestasi lagi 
Kegiatan pariwisata mencakup dua komponen utama yaitu penawaran 
(supply) dan permintaan (demand). Komponen penawaran merupakan produk 
wisata yang dapat ditawarkan, yang meliputi obyek wisata, sarana pariwisata, 
jasa pariwisata, serta sarana dan prasarana lingkungan. Komponen permintaan 
mencakup kegiatan serta aspirasi wisatawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pariwisata. Segala sesuatu yang disajikan bagi kepentingan wisatawan, baik 
berupa benda-benda obyek, alat (sarana prasarana), tenaga (manusia, 
teknologi), kegiatan (events), maupun pelayanan (service), yang sudah 
dirangkum dipaketkan menjadi penawaran (supply) dan permintaan (demand) 
sang wisatawan, dapat dikatakan sebagai produk wisata (Marpaung.  2002).  
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Mengatakan bahwa supply industri pariwisata (selanjutnya disebut 
“benda-benda pariwisata”) baik yang bersifat material maupun bukan material 
antara lain 1) Benda-benda yang dapat diperoleh dengan jalan bebas, seperti 
udara cuaca, iklim,panorama, keindahan alam sekitar, 2.)Benda-benda 
pariwisata yang diciptakan, seperti misalnya monumen, tempat-tempat 
bersejarah, benda-benda arkeologi, koleksi budaya, tempat pemandian, gedung 
atau bangunan penting dan spesifik, candi, masjid, gereja ( Pendit. 2002) 
Sedangkan dari pendapat Lain menyatakan bahwa komponen dalam 
supply antara lain terdiri dari 1) Sumber daya alam (natural resources), kategori 
ini merupakan dasar dari sediaan atau penawaran yang dapat digunakan dan 
dinikmati wisatawan (obyek dan daya tarik wisata). 2) Infrastruktur, seperti sistem 
penyediaan air bersih, sistem pengolahan limbah, sistemdrainase, jalan, pusat 
perbelanjaan/pertokoan. 3) Transportasi (transportation), termasuk didalamnya 
jaringan transportasi serta fasilitas pendukungnya dan 4) Keramahtamahan dan 
sumber daya kebudayaan (hospitality and cultural resources),ditinjau dari 
masyarakat setempat dan termasuk seni murni, kesusastraan, 
sejarah,permainan dan pertunjukan sejarah. (Intosh 1995 dalam Suswandi 
2009). 
Permintaan kepariwisataan melihat dari jenisnya dibagi dua, yaitu 1)  
Potensial demand, yaitu sejumlah orang yang memenuhi syarat minimal untuk 
melakukan perjalanan pariwisata karena mempunyai banyak uang, keadaan fisik 
masih kuat, hanya belum mempunyai senggang waktu bepergian sebagai 
wisatawa. 2) Actual demand, yaitu sejumlah orang yang sedang melakukan 
perjalanan pariwisata kesuatu daerah tertentu. Analisis demand menurut 
pengertiannya adalah analisis yang melihat secara tradisional, mengenai 
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karakteristik sosial yang telah digunakan sebagai variabel untuk menjelaskan 
segmentasi pasar. Secara konvensional, perbedaan usia, berpengaruh terhadap 
harapan dan perilaku wisatawan pada segmen pasar usia muda, wisatawan dari 
luar negeri dan seterusnya.  
Dengan pendekatan ini pangsa pasar pariwisata dibagi dalam empat 
segmen utama yaitu 1) Segmen Modern Materialsitis, perilaku pilihannya 
cenderung pada sun, sea, sex (beach attraction), night club dan lain-lain. 2) 
Segmen Modern Idealist, perilaku pilihannya cenderung kepada kemegahan dan 
hiburan yang lebih bersifat intelektual, akademik, seni dan budaya serta atraksi-
atraksi yang bertemakan pelestarian lingkungan. 3) Segmen Tradisional Idealist, 
perilaku pilihannya lebih pada tempat-tempat atraksi yang terkenal dan 
monumental serta glority pada keagungan masa lalu dan juga lingkungan yang 
masih alami. 4) Segmen Tradisional Materialistist, perilakunya pada tawaran 
karya murah seperti belanja elektronik, pakaian, makanan dan sebagainya yang 
terbentuk dalam bentuk paket wisata. (Yoeti, 1996) 
Secara teori keempat segmen pasar itu mempunyai orientasi nilai yang 
berbeda dan diharapkan akan mempunyai harapan dan perilaku pilihan yang 
berbeda pula terhadap tawaran, akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata. 
Faktor-faktor permintaan (demand) antara lain 1)  Lama Tinggal Wisatawan, 
semakin tinggi tingkat lama tinggal wisatawan maka akan semakin meningkatkan 
daya dukung kepariwisataan. Jika jumlah wisatawan sedikit tetapi tingkat lama 
tinggalnya tinggi akan lebih baik daripada jumlah wisatawan yang banyak 
dengan tingkat lama tinggal yang rendah. 2) Tipe Aktivitas Wisatawan, dengan 
pengenalan obyek lebih dalam (wisata konvensi dan wisata budaya) sangat 
sedikit menyerap wisatawan dibandingkan dengan wisata alam 3)  Tingkat 
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Kepuasan Wisatawan. Dan 4) Pemanfaatan Obyek Wisata oleh Wisatawan. 
(Yoeti, 1996) 
Mengembangkan kepariwisataan disuatu obyek wisata berarti 
mengembangkan potensi fisik pada obyek tersebut, sehingga fungsinya makin 
meningkat sebagai obyek pariwisata yang dapat dipasarkan. Di setiap obyek 
atau lokasi pariwisata sebetulnya ada berbagai unsur yang saling tergantung, 
yang diperlukan agar para wisatawan dapat menikmati suatu pengalaman yang 
memuaskan. Pariwisata adalah wahana utama pelestarian kebudayaan. 
Pariwisata tidak menghancurkan kebudayaan melainkan justru memberikan 
inspirasi untuk terjadinya proses pengayaan, konservasi, adaptasi, rekonstruksi 
dan reinterpretasi (Pitana dan Gayatri, 2005) 
pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat 
sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 
keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup 
dalam dimensi sosial,budaya, alam dan ilmu. Berikut adalah jenis-jenis 
pariwisata. Terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik customer untuk 
mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin 
layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana 
yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut. (Spillane 1987 dalam Badrudin 
2001).  
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2.2 Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir diatas. Maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
a. Diduga sementara bahwa efektifitas pajak daerah disektor pariwisata 
berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Maros. 
b. Diduga sementara bahwa efektifitas retribusi daerah sektor pariwisata 
berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah  di Kabupaten 
Maros. 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Pajak daerah  dan retribusi daerah sebagai sumber potensial penerimaan 
daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan 
daerah. Efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di sektor pariwisiata juga 
berperan serta dalam peningkatan pendapatan asli daearah yang tentunya 
berhubungan dengan pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah 
sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan 
yang diperoleh benar-benar menggambarkan peningkatan PAD serta potensi 
daerah tersebut. 
Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang pola 
perumusan kebijakan pajak daerah dan retribus daerah sehingga mampu 
memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dalam kerangka pemikiran 
perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel bebas dan variabel terikat. 
Berdasarkan uraian sebelumnya maka kerangka pemikiran peneliti dalam 
penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (sebagai variabel terikat) yang 
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dipengaruhi oleh efektifitas serta efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah 
(sebagai variabel bebas). 
 Variabel terikat (dependent variable) adalah pendapatan asli daerah 
sedangkan variabel bebas (independentvariable) adalah efektifitas serta efisiensi 
pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh dari sektor-sektor pariwisata. 
Efektifitas pajak daerah  masuk dalam penelitian ini karena secara teoritis 
pajak daerah akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini  disini adalah pajak yang diperoleh dari sektor 
pariwisata.Sama halnya dengan pajak, retribusi masuk dalam penelitian ini 
karena retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Retribusi daerah 
memiliki potensi yang besar dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah 
dikarenakan pengelolaan retribusi daerah yang secara langsung. 
 Dari latar belakang kerangka pemikiran diatas, dapat digambarkan 
kerangka pemikiran hubungan antara pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan 
retribusi daerah. 
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Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Analisis Efektifitas Pajak Dan 
Retribusi Pada Sektor pariwisata Dan Peranannya terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun ruang lingkup dalam  penelitian ini adalah menganalisis tingkat 
efektifitas pajak dan retribusi daerah khususnya sektor pariwisata di 
Kabupaten Maros tahun 2007 – 2011. Jenis-jenis pajak yang termasuk 
dalam sektor pariwisata adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak 
hiburan, sementara retribusi yang tergolong dalam sektor pariwisata adalah 
retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi tempat penginapan/ 
pesanggrahan/ villa. 
3.2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Maros 
Sulawesi Selatan khususnya dilingkungan Dinas/ Kantor pendapatan daerah 
Kabupaten Maros. 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Maros, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan BPS Kabupaten Maros dan 
dinas-dinas lainnya yang terkait di Kabupaten Maros, serta berbagai media 
informasi dan kepustakaan yang menunjang dalam penelitian ini. 
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3.4 Analisa Data 
Pengertian analisa data, sebagaimana diungkapkan Singarimbun dan 
Effendi (1989), adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang 
lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Setelah data tersebut disajikan 
dalam bentuk tabel guna kepentingan analisis, maka selanjutnya peneliti 
membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan 
temuan khusus dilapangan. 
Milles dan Huberman (1988) menyatakan bahwa analisa data terdiri dari 
alur kegiatan yang meliputi: 
1) Reduksi data, merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan dan transformasi data “kasar” dari catatan-catatan 
tertulis di lapangan. Hal ini merupakan bentuk analisis yang 
menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisir data. 
2) Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks 
kedalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. 
3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah membuat kesimpulan 
sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan 
cara diversifikasi dalam arti meninjau ulang catatan catatan lapangan 
dengan maksud agar data-data yang diperoleh valid.  
Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka analisis data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berupa analisis 
efektifitas pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan di Kantor Badan 
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Pusat Statistik Kabupaten Maros dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Maros, adapun alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Untuk mengukur tingkat efektifitaas penerimaan pajak daerah untuk 
masing-masing sektor digunakan metode Charge Performance Index (CPI) 
yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah 
dengan sasaran atau target penerimaan pajak daerah yang direncanakan. 
Rumusnya adalah: 
  Realisasi PD it 
CPI it = ---------------------- x 100 
   Target PD it 
 
Dimana: 
CPI it = Persentase tingkat efektifitas pajak daerah jenis i pada tahun 
tertentu 
PDit-1 = Pajak daerah jenis i pada tahun tertentu 
 
Hasil pengukuran tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten 
Maros akan memberikan kategori nilai sebagai berikut: 
1. Koefisien efektifitas bernilai dibawah 40% artinya sangat tidak efektif. 
2. Koefisien efektifitas bernilai antara 40% - 60% artinya tidak efektif. 
3. Koefisien efektifitas bernilai antara 60% - 80% artinya cukup efektif. 
4. Koefisien efektifitas bernilai antara 80% - 100% artinya efektif. 
5. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% artinya sangat efektif. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 
a. Pajak Daerah adalah pembayaran yang wajib diserahkan masyarakat 
kepada kas Negara yang diatur dalam undang-undang, yang memberikan 
manfaat secara tidak langsung dengan salah bentuknya adalah sarana 
dan prasarana umum 
b. Retribusi Daerah adalah segala penerimaan yang berasal dari usaha jasa 
diluar dari pajak dan seluruh dari iuran tersebut digunakan sepenuhnya 
oleh daerah tersebut untuk membiayai pengerluaran daerah tersebut, 
dengan kata lain iuran tersebut seluruhnya masuk ke dalam PAD 
c. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah seluruh pendapan yang berasal 
dari pajak dan retribusi serta pendapatan lain yang sah menurut undang-
undang yang berlaku. Pada umumnya PAD digunakan untuk membiayai 
seluruh belanja daerah tersebut. 
d. Efektifitas penerimaan pajak dan retribusi merupakan presentase antara 
target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak dan atau retribusi 
itu sendiri. 
e. Pajak sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak hiburan serta pajak 
restoran. 
f. Retribusi sektor pariwisata meliputi retribusi tempat penginapan/ 
pasanggrahan/ villa, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1  Gambaran Umum 
4.1.1 Profil Kabupaten Maros 
         Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,11 km2 yang terdiri dari empat belas 
kecamatan yang membawahi 103 desa/kelurahan. Kabupaten Maros merupakan 
wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, 
dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 
30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan 
Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan 
penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah 
perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata 
bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar 
terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,11 km2 
dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi 
wilayah berbatasan dengan:  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.  
 Dalam meningkatkan kesejahteraan pererokonomian suatu wilayah, maka 
peningkatan kapasitas produksi pun perlu ditingkatkan sehingga pertumbuhan 
ekonomi dapat semakin meningkat. Salah satu sumber pencapaian peningkatan 
pertumbuhan ekonomi adalah berasal dari kontribusi pendapatan daerah itu 
sendiri, yang salah satunya berasal dari pajak daerah. 
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4.1.2 Pajak Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Maros 
   Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan 
melalui peraturan daerah. Peraturan ini dikenakan pada semua objek pajak 
seperti orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak. 
         Adapun Jenis pajak daerah  di sektor pariwisata yang dipungut Kabupaten 
Maros antara lain: 
1) Pajak Hotel, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 
14 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. 
2) Pajak Restoran, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros 
Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran 
3) Pajak Hiburan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros 
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. 
 
4.1.3 Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Di Kabupaten Maros 
Retribusi Daerah adalah segala penerimaan yang berasal dari usaha jasa 
diluar dari pajak dan seluruh dari iuran tersebut digunakan sepenuhnya oleh 
daerah tersebut untuk membiayai pengerluaran daerah tersebut, dengan kata 
lain iuran tersebut seluruhnya masuk ke dalam PAD. 
Adapun jenis retribusi daerah sektor pariwisata yang dipungut kabupaten 
Maros antara lain: 
1. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang merupakan pembagian atau 
bagian dari retribusi jasa usaha yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 
2012 
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2. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang juga merupakan 
bagian dari retribusi jasa usaha yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 
2012. 
4.2  Hasil Penelitian 
4.2.1 Analisis Efektifitas Pajak Hotel 
          Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 14 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel, pajak hotel  dipungut  atas setiap pelayanan yang 
disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :  
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : 
Gubuk, pariwisata (cottage) Hotel, wisma pariwisata, pasangrahan, 
Losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah 
kamar 15 (lima belas) atau lebih.  
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan antara lain :Telepon, faximile, Telex, Foto kopi, pelayanan 
cuci, setrika, taxi dan pengangkutan lainya yang disediakan atau dikelola 
Hotel.  
c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu Hotel, 
bukan untuk umum seperti pusat kebugaran, kolam renang, Tenis, Golf, 
karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh Hotel.  
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.  
 Jumlah penerimaan pajak hotel Kabupaten Maros cenderung meningkat 
setiap tahunnya. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar Rp 
53.300.000 sedangkan yang terendah pada tahun 2005 yang hanya sebesar Rp 
22.985.000. 
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Tabel 4.1 
Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Maros 
 
Tahun 
Target 
(Rp) 
Realisasi 
(Rp) 
Efektifitas 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
23.000.000,00 
25.000.000,00 
25.000.000,00 
50.000.000,00 
75.000.000,00 
28.700.000,00 
31.800.000,00 
32.000.000,00 
53.300.000,00 
101.720.000,00 
124,78 
127,20 
128 
106,60 
135,62 
Rata-rata 39.600.000,00 49.504.000,00 124,44 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011 
Kemampuan daerah Kabupaten Maros dalam merealisasikan 
pemerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. 
Perhitungan efektifitas pajak hotel menggunakan rumus dan perhitungan sebagai 
berikut: 
            
                              
                            
        
Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan efektifitas pajak hotel 
untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut: 
            
             
             
        
Efektifitas = 124,78% 
          Tabel 4.1 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektifitas realisasi 
penerimaan pajak hotel selama tahun 2007-2011 yang menunjukkan bahwa 
realisasi penerimaan pajak hotel mengalami perkembangan yang berfluktuasi. 
Secara rata-rata realisasi penerimaannya sebesar Rp 49.504.000,00 per tahun 
atau tingkat efektifitas 124,44 % dari rata-rata target penerimaan Rp 
39.600.000,00. Jadi tingkat efektifitas pajak hotel di Kabupaten Maros sangat 
efektif. 
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 Adapun sumbangan atau kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) di kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.2 
Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maros  
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Total PAD 
(Rp) 
Kontribusi 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
28.700.000 
31.800.000 
32.000.000 
53.300.000 
101.720.000 
10.943.804.042 
27.163.519.700 
27.437.335.349 
26.443.760.541 
46.986.630.134 
0,26 
0,11 
0,12 
0,20 
0,21 
Total 247.520.000 138.975.049.766 0,18 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011. Data diolah 
 
Dari tabel 4.2 diatas terlihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang 
berfluktuasi, dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 0,18 %, dimana 
kontribusi terbesar disumbangkan pada tahun 2011, ini dikarenakan peningkatan 
pada penerimaan dari sektor ini yang mengalami lonjakan yang tinggi pula. 
4.2.2 Analisis Efektifitas Pajak Restoran   
          Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Pajak Restoran, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang 
disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang 
dikonsumsi oleh pembeli baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di 
tempat lain dengan pembayaran termasuk jasa boga dan catering. 
Jumlah penerimaan pajak restoran Kabupaten Maros periode 2006-2010 
cenderung mengalami fluktuasi. Pencapaian realisasi terendah terjadi pada 
tahun 2009 dan pencapaian tertinggi justru terjadi pada tahun 2007. Seperti yang 
terlihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.3 
Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Maros 
Tahun 
Target 
(Rp) 
Realisasi 
(Rp) 
Efektifitas 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
600.000.000,00 
700.000.000,00 
700.000.000,00 
1.000.000.000,00 
1.500.000.000,00 
 770.872.177,00 
729.041.244,00 
452.801.445,00 
472.395.535,00 
2.543.109.612,00 
128,48 
104,15 
64,69 
47,24 
169,54 
Rata-rata 900.000.000,00 993.644.002,00 102,82 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011 
Kemampuan daerah Kabupaten Maros dalam merealisasikan 
pemerimaan pajak restoran dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. 
Perhitungan efektifitas pajak restoran menggunakan rumus dan perhitungan 
sebagai berikut: 
 
            
                                  
                                
        
Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan efektifitas pajak restoran 
untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut: 
            
              
              
        
Efektifitas = 128,47% 
          Tabel 4.3 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektifitas realisasi 
penerimaan pajak restoran selama tahun 2007-2011 yang menunjukkan bahwa 
realisasi penerimaan pajak hotel mengalami perkembangan yang berfluktuasi. 
Secara rata-rata realisasi penerimaannya sebesar Rp 993.644.002,00 per tahun 
atau tingkat efektifitas 102,82% dari rata-rata target penerimaan Rp 
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900.000.000,00. Jadi tingkat efektifitas pajak hotel di Kabupaten Maros sangat 
efektif. 
Adapun sumbangan atau kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) di kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.4 
Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maros  
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Total PAD 
(Rp) 
Kontribusi 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
770.872.177 
729.041.244 
452.801.445 
472.395.535 
2.543.109.612 
10.943.804.042 
27.163.519.700 
27.437.335.349 
26.443.760.541 
46.986.630.134 
7,04 
2,68 
1,65 
1,78 
5,41 
Total 4.968.220.013 138.975.049.766 3,57 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros,2011. Data diolah 
 
Dari tabel 4.4 diatas terlihat bahwa kontribusi pajak Restoran terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang 
berfluktuasi, dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 3,57 %, jika 
dibandingkan dengan kontribusi yang dari pajak hotel, pajak restoran labih 
banyak menyumbangkan penerimaan terhadap pendapatan asli daerah di 
kabupaten Maros. Adapun kontribusi terbesar dari pajak restoran ini sendiri di 
dapatkan pada tahun 2007 yakni sebesar 7,04 % 
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4.2.3 Analisis Efektifitas Pajak Hiburan  Kabupaten Maros Tahun 2007-2011 
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa pajak 
hiburan dipungut atas setiap penyelenggaraan hiburan, adapun hiburan yang 
dimaksud antara lain. 
1. Tontonan film ; 
2. Pagelaran seni, musik, tari dan / busana; 
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 
4. Pameran; 
5. Karaoke; 
6. Sirkus, akrobat dan sulap; 
7. Permainan bilyar, golf dan bowling; 
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (fitness center); 
dan 
10. Pertandingan olahraga. 
Jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Maros lebih kecil 
jika dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya. Selama kurun waktu 
penelitian, perkembangan jumlah realisasi pajak hiburan di Kabupaten Maros 
cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir (2007-2011). Untuk lebih jelasnya, 
jumlah realisasi pajak hiburan di Kabupaten Maros disajikan pada tabel 4.5 
berikut ini. 
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Tabel 4.5 
Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Maros 
Tahun Target 
(Rp) 
Realisasi 
(Rp) 
Tingkat Pencapaian 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2.500.000,00 
3.000.000,00 
3.000.000,00 
3.000.000,00 
15.000.000,00 
2.855.500,00 
3.094.400,00 
3.219.410,00 
3.294.500,00 
18.052.900,00 
114,22 
103,15 
107,31 
109,92 
120,35 
Rata-rata 5.300.000,00 6.103.342,00 110,99 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011. Data diolah. 
 
Kemampuan daerah Kabupaten Maros dalam merealisasikan penerimaan 
pajak hiburan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi 
sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Perhitungan efektifitas 
pajak hiburan menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut: 
            
                                
                              
        
Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan efektifitas pajak hiburan 
untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut: 
            
            
            
        
Efektifitas = 114,22% 
Tabel 4.5 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektifitas realisasi 
penerimaan pajak hiburan selama tahun 2007-2011 yang menunjukkan bahwa 
realisasi penerimaan pajak hiburan secara umum  mengalami perkembangan 
yang naik turun. Secara rata-rata realisasi penerimaan Rp 6.103.342,00 dari rata-
rata target Rp. 5.300.000,00 atau tingkat efektifitas pencapaian 110,99 % (sangat 
efektif). 
Adapun sumbangan atau kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) di kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.6 
Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maros  
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Total PAD 
(Rp) 
Kontribusi 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2.855.500 
3.094.400 
3.219.410 
3.294.500 
18.052.900 
10.943.804.042 
27.163.519.700 
27.437.335.349 
26.443.760.541 
46.986.630.134 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,03 
Total 30.516.710 138.975.049.766 0,02 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011. Data diolah 
 
Dari tabel 4.6 diatas terlihat bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros sangat kecil dibandingkan kontribusi 
dari pajak hotel dan pajak restoran yakni hanya rata-rata sebesar 0,02%, dengan 
kontribusi terbesar hanya sebesar 0,03% yang didapatkan pada tahun 2007 dan 
2011. 
4.2.4 Analisis Efektifitas Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 
Sesuai peraturan daerah kabupaten maros nomor 1 tahun 2012 pasal 28 
ayat 1 menyatakan bahwa Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah 
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, 
dan atau dikelolah pemerintah daerah. 
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Tabel 4.7 
Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
Di Kabupaten Maros 
Tahun Target 
(Rp) 
Realisasi 
(Rp) 
Tingkat Pencapaian 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
1.221.550.000,00 
3.200.000.000,00 
3.200.000.000,00 
7.160.000.000,00 
7.160.000.000,00 
2.960.278.000,00 
2.838.612.200,00 
3.290.874.401,00 
4.159.860.400,00 
7.468.000.000,00 
242,42 
  88,71 
102,84 
  58,10 
104,30 
Rata-rata 4.388.310.000,00 4.143.525.000,00 119,27 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011 
Kemampuan daerah Kabupaten Maros dalam merealisasikan penerimaan 
retribusi tempat rekreasi dan olahraga dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio 
efektifitas. Perhitungan efektifitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga 
menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut: 
            
                                
                              
        
Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan efektifitas retribusi tempat 
rekreasi dan olahraga untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut: 
            
                
                
        
Efektifitas = 242,33% 
Tabel 4.7 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektifitas realisasi 
penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama tahun 2007-2011 
yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan secara umum  
mengalami perkembangan yang naik turun. Secara rata-rata realisasi 
penerimaan Rp 4.143.525.000,00 dari rata-rata target Rp. 4.388.310.000,00 atau 
tingkat efektifitas pencapaian 119,27 % (sangat efektif).  
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Adapun sumbangan atau kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) di kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 4.8 
Tingkat Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maros  
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Total PAD 
(Rp) 
Kontribusi 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2.960.278.000 
2.838.612.200 
3.290.874.401 
4.159.860.400 
7.468.000.000 
10.943.804.042 
27.163.519.700 
27.437.335.349 
26.443.760.541 
46.986.630.134 
27,04 
10,45 
11,99 
15,73 
15,89 
Total 20.717.625.001 138.975.049.766 14,90 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011. Data diolah 
 
Dari tabel 4.8 diatas terlihat bahwa kontribusi retribusi tempat rekreasi 
dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros jauh lebih 
besar dibandingkan kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran serta pajak 
hiburanyaitu rata-rata mencapai 14,90%, dengan kontribusi terbesar hanya 
sebesar 0,03% yang didapatkan pada tahun 2007 dan 2011. 
4.2.5 Analisis Efektifitas Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 
Sesuai peraturan daerah kabupaten maros nomor 1 tahun 2012 pasal 20 
ayat 1 menyatakan bahwa Objek retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ 
villa adalah pelayanan jasa tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang 
disediakan, dimiliki, dan atau dikelola pemerintah daerah. 
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Tabel 4.9 
Penerimaan Retribusi  
Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ VillaKabupaten Maros 
Tahun Target 
(Rp) 
Realisasi 
(Rp) 
Tingkat Pencapaian 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
300.000.000,00 
850.000.000,00 
930.000.000,00 
1.500.000.000,00 
1.500.000.000,00 
303.763.252,00 
120.500.000,00 
517.581.000,00 
496.680.284,00 
643.963.000,00 
101,25 
14,18 
55,65 
33,11 
42.93 
Total 5.080.000.000,00 2.082.487.536,00 40,99 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011 
 
Kemampuan daerah Kabupaten Maros dalam merealisasikan penerimaan 
retribusi tempat rekreasi dan olahraga dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio 
efektifitas. Perhitungan efektifitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga 
menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut: 
            
                                
                              
        
Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan efektifitas retribusi tempat 
rekreasi dan olahraga untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut: 
            
                
                
        
Efektifitas = 242,33% 
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Tabel 4.9 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektifitas realisasi 
penerimaan retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa di Kabupaten 
Maros selama tahun 2007-2011 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan 
retribusi tersebut secara umum  mengalami perkembangan yang naik turun. 
Secara rata-rata realisasi penerimaan Rp 2.082.487.536dari rata-rata target Rp. 
5.080.000.000atau tingkat efektifitas pencapaian hanya sebesar 40,99% dan 
dapat dikategorikan tidak efektif 
Adapun sumbangan atau kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) di kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 4.10 
Tingkat Kontribusi Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 
 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maros  
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Total PAD 
(Rp) 
Kontribusi 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
303.763.252 
120.500.000 
517.581.000 
496.680.284 
643.963.000 
10.943.804.042 
27.163.519.700 
27.437.335.349 
26.443.760.541 
46.986.630.134 
2,77 
0,44 
1,88 
1,87 
1,37 
Total 2.082.487.536 138.975.049.766 1,50 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros,2011. Data diolah 
 
Dari tabel 4.10 diatas terlihat bahwa kontribusi retribusi tempat 
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa Kabupaten Maros terhadap pendapatan asli 
daerah di Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan  
rata-rata sebesar1,5%, dengan kontribusi terbesar sebesar 2,77% yang 
didapatkan pada tahun 2007. 
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4.3 Pembahasan 
4.3.1 Efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Maros 
Efektifitas erat kaitannya dengan target yang menjadi pacuan dalam 
memungut pajak, sedangkan target erat kaitannya dengan potensi, dengan 
mengetahui potensi maka akan menjadi lebih tepat menentukan target yang 
tentunya akan berimbas pada realisasi yang tidak akan jauh dari perkiraan 
target. Realisasi pajak Daerah adalah pelaksanaan dari target pajak daerah itu 
sendiri yang sebelumnya sudah ditetapkan. 
Berdasarkan pada tabel 4.1 terlihat bahwa secara umum perkembangan 
efektifitas pajak hotel pada lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang 
memuaskan. Terbukti dengan hasil perhitungan rata-rata efektifitas pada tahun 
2007 hingga 2011 ialah sebesar 124,44 persen yang berarti bahwa sangat efektif 
karena berada pada angka di atas 100 persen. 
Pada tahun 2007 tingkat efektifitas berada pada 124,78 persen dengan 
jumlah target sebesar Rp 23.000.000 dan realisasi sebesar Rp 28.700.000. 
Kemudian pada tahun 2008 efektifitas sedikit lebih besar yakni127,20 persen. 
Pada tahun 2009 angka efektifitas tetap dipertahankan dengan angka 127,20 
persen dan pada tahun 2010 sebesar 160,60 persen. Dan pencapaian tersukses 
atau terbesar diperoleh pada tahun 2011 yakni mencapai 135,65 persen, ini 
merupakan pencapaian terbesar selama selang waktu lima tahun terakhir. 
Perkembangan efektifitas pajak hotel di Kabupaten Maros cenderung stabil 
pada lima tahun penelitian. Hal ini disebabkan oleh jumlah potensi yang juga 
belum mengalami peningkatan yang tajam, serta pengunjung hotel yang 
cenderung hampir sama jumlahnya setiap tahun. 
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4.3.2 Efektifitas Pajak Restoran di Kabupaten Maros 
Berdasarkan pada tabel 4.4 terlihat pada perkembangan efektifitas pajak 
restoran periode 2007-2011 cenderung berfluktuasi. Pada dua tahun pertama 
angka efektifitas menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat efektif karena 
berada pada angka 100 persen. Namun pada dua tahun selanjutnya mengalami 
penurunan tajam yang dan penurunan terbesar pada 2010 yang hanya mencapai 
47,24 persen saja, tapi pada tahun terakhir penelitian ini kembali mengalami 
peningkatan yang drastis. 
Pada tahun 2007 angka efektifitas mencapai 128,48 persen. kemudian 
pada tahun 2008 mencapai 104,15 persen. Akan tetapi realisasi penerimaan 
pajak restoran pada tahun 2009 mengalami penurunan pesat yakni hanya 
sebesar 64,69 persen. Dan penurunan terparah tejadi pada tahun 2010 yaitu 
sebesar 47,24 persen ini berarti pemungutan pajak restoran dikabupaten maros 
pada tahun tersebut tergolong tidak efektif (Peraturan menteri dalam negeri 
Nomor  690.900-327 Tahun 1994).Kemudian pada tahun 2011 penerimaan pada 
sektor ini kembali memberikan angka yang positif, penerimaan meningkat drastis 
yakni mencapai 169,54 persen, ini merupakan pencapaian terbesar selama 
kurun waktu 5 tahun penelitian ini. 
Terjadinya selisih tajam pada angka target dan realisasi pajak restoran 
periode 2009 dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya para petugas 
pemungut pajak yang tidak tegas dalam proses pemungutan sampai pada 
penyetoran kembali pada Kantor Pendapatan Daerah. Sedangkan pada tahun 
2010 angka target melonjak tajam dengan selisih sebesar Rp 300.000.000 
dikarenakan oleh kesalahan perhitungan pada pihak pemerintah yaitu pada 
perencaanaan target pajak restoran. 
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4.3.3 Efektifitas Pajak Hiburan di Kabupaten Maros 
Perkembangan efektifitas pajak hiburan dapat terlihat pada tabel 4.6 yang 
memperlihatkan angka yang variatif. Rata-rata efektifitas pada lima tahun 
penelitian yakni dari tahun 2007 hingga tahun 2011, memperlihatkan angka yang 
tergolong dalam sangat efektif karena rata-ratanya sebesar 110,99 persen. 
Pada tahun 2007 tingkat efektifitas mencapai angka 114,22 persen yang 
berarti masuk dalam kategori sangat efektif (Peraturan menteri dalam negeri 
Nomor  690.900-327 Tahun 1994). Sedangkan pada tahun 2008 tingkat 
efektifitas pajak hiburan mencapai 103,15 persen. Pada tahun 2009 mencapai 
107,31 persen dan tahun 2010 sebesar 109,92 persen. Sementara pada tahun 
2011 mengalami peningkatan yang cukup besar yakni mencapai 120,35 persen, 
ini merupakan pencapaian terbesar selama kurun waktu lima tahun penelitian ini. 
4.3.4 Efektifitas Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten 
Maros  
Perkembangan efektifitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga di 
kabupaten maros dapat terlihat pada tabel 4.8 yang memperlihatkan angka yang 
berfluktuasi. Rata-rata efektifitas pada lima tahun penelitian yakni dari tahun 
2007 hingga tahun 2011, memperlihatkan angka yang tergolong dalam sangat 
efektif karena rata-ratanya sebesar 119,27 persen. 
Pada tahun 2007 tingkat efektifitas retribusi tempat rekreasi mencapai 
angka yang fantastis yakni sebesar  242,42  persen yang berarti masuk dalam 
kategori sangat efektif (Peraturan menteri dalam negeri Nomor  690.900-327 
Tahun 1994), ini merupakan pencapaian terbesar selama kurun waktu lima tahun 
terakhi penelian ini Sedangkan pada tahun 2008 tingkat efektifitas retribusi 
tempat rekreasi dan olahragahanya sebesar 88,71 persendengan pencapaian 
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sebesar itu maka efektifitas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga 
pada tahun 2008 masuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2009 kembali 
mengalami peningkatan yakni mencapai 102,84 persen lalu ditahun 2010 
kembali mengalami penurunan karena efektifitas penerimaannya hanya sebesar 
58,10 persen dengan perolehan ini, maka tingkat efektifitas pada tahun ini masuk 
dalam kategori tidak efektif (Peraturan menteri dalam negeri Nomor  690.900-327 
Tahun 1994). Sementara pada tahun 2011 mengalami peningkatan yakni 
mencapai 104,30 persen. 
4.3.5 Efektifitas Retribusi Tempat Penginapan/  Pesanggrahan/ VillaDi 
KabupatenMaros  
Perkembangan efektifitas retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa 
di kabupaten maros dapat terlihat pada tabel 4.14 yang memperlihatkan angka 
yang berfluktuasi. Rata-rata efektifitas pada lima tahun penelitian yakni dari tahun 
2007 hingga tahun 2011, memperlihatkan angka yang tergolong dalam kategori 
tidak efektif karena hanya mencapai 40,99% . 
Pada tahun 2007 tingkat efektifitas retribusi tempat penginapan/ 
pesanggrahan/ villa mencapai angka sebesar  101,25  persen yang berarti 
masuk dalam kategori sangat efektif (Peraturan menteri dalam negeri Nomor  
690.900-327 Tahun 1994), ini merupakan pencapaian terbesar selama kurun 
waktu lima tahun terakhi penelian ini Sedangkan pada tahun 2008 tingkat 
efektifitas retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa hanya sebesar 14,18 
persen dengan pencapaian sebesar itu maka efektifitas penerimaan retribusi 
tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2008 masuk dalam kategori sangat 
tidak efektif. Pada tahun 2009 kembali mengalami sedikit peningkatan yakni 
mencapai 55,65 persen lalu ditahun 2010 kembali mengalami penurunan karena 
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efektifitas penerimaannya hanya sebesar 33,11 persen dengan perolehan ini, 
maka tingkat efektifitas pada tahun ini masuk dalam kategori sangat tidak efektif 
(Peraturan menteri dalam negeri Nomor  690.900-327 Tahun 1994). Sementara 
pada tahun 2011 mengalami sedikit peningkatan yakni mencapai 42,93 persen. 
 
4.3.6  Perkembangan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sektor 
Pariwisata Kabupaten Maros 
Dari pembahasan masing-masing sektor secara terpisah diatas dapat 
dilihat pencapaian penerimaan dapat digolongkan dalam kategori yang efektif, 
hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : 
 
Tabel 4.11 
Perkembangan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Maros Tahun 2007-2011 
Jenis 
Penerimaan 
2007 2008 2009 2010 2011 
Pajak Hotel 28.700.000 31.800.000 32.000.000 53.300.000 101.720.000 
Pajak Restoran 770.872.177 729.041.244 452.801.445 472.395.535 2.543.109.612 
Pajak Hiburan 2.855.500 3.094.400 3.219.410 3.294.500 18.052.900 
Retribusi 
Tempat 
Rekreasi Dan 
Olahraga 
2.960.278.000 
 
2.838.612.200 3.290.874.401 4.159.860.400 7.468.000.000 
Retribusi 
Tempat 
penginapan/ 
pesanggrahan/
villa 
303.763.252 120.500.000 517.581.000 496.680.284 643.963.000 
Total 4.066.468.929 3.723.047.844 4.296.476.256 5.185.530.719 10.774.845.512 
Sumber : kantor pendapatan daerah kabupaten maros, 2011. Data diolah 
 
 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pajak dan retribusi sektor pariwisata 
di kabupaten maros dalam kurun waktu 2007 sampai 2011 memberikan 
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kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, dan sumbangan 
yang terbesar didapatkan pada tahun 2011 yakni sebesar Rp. 10.774.845.512. 
dan jika dirata-ratakan penerimaan sektor pariwisata antara tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2011 mencapai Rp. 3.958.249.803. 
Tabel 4.12 
Tingkat Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata 
 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maros  
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Total PAD 
(Rp) 
Kontribusi 
(%) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
4.066.468.929 
3.723.047.844 
4.296.476.256 
5.185.530.719 
10.774.845.512 
10.943.804.042 
27.163.519.700 
27.437.335.349 
26.443.760.541 
46.986.630.134 
37,15 
13,70 
15,66 
19,6 
22,93 
Total 28.046.369.260 138.975.049.766 20,18 
Sumber: Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2011. Data diolah 
Dari tabel 4.12 diatas dapat dilihat seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi 
sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan 
dari tahun 2007-2011 di kabupaten Maros. 
 Dari data tersebut terlihat bahwa sektor pariwisata menyumbangkan 
pendapatan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, yaitu dengan 
rata-rata kontribusi pandapatan sebesar 20,18 %. Adapun kontribusi terbesar 
didapatkan pada tahun 2007 yaitu sebesar 37,15%. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari uraian tentang efektifitas pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata 
diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : 
1. Sektor pariwisata menunjukkan hasil yang positif dalam hal efektifitas, ini 
dapat dilihat dari hasil yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas 
dari keempat penerimaan tersebut berada pada kategori sangat efektif. 
2. Dari keempat jenis penerimaan disektor pariwisata, retribusi tempat 
rekreasi dan olahraga yang menyumbang penerimaan terbesar untuk 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros. Sedangkan sumber 
penerimaan yang harus mendapatkan perhatian khusus ada pendapatan 
yang bersumber dari pajak hiburan, karena penerimaan dari pajak hiburan 
memberikan kontribusi yang sangat sedikit. 
3. Pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata memberikan kontribusi yang 
cukup besar terhadap pendapatan asli daerah dengan rata kontribusi 
sebesar 20,18 %. 
 
 
 
\ 
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5.2 SARAN 
Dari pembahasan panjang mengenai efektifitas pajak dan retribusi daerah 
sektor pariwisata diatas beserta beberapa kendala yang dialami dilapangan, ada 
beberapa saran dari penulis yang tentunya bertujuan untuk membangun, baik itu 
untuk tempat penelitian dalam hal ini pemda dan terkhusus dinas pendapatan 
daerah kabupaten Maros, maupun untuk masyarakat dan penulis sendiri. 
Adapun saran-saran tersebut antara lain : 
1. Diharapkan untuk melakukan pembahasan tentang penentuan target 
penerimaan pada sumber-sumber penerimaan dalam hal ini penerimaan 
sektor .pariwisata. 
2. Diharapkan melakukan intensifikasi penerimaan pajak, khususnya pada 
pajak hiburan, karena pajak inilah yang memberikan sumbangan terkecil 
dibandingkan pajak lain yang tergolong dalam pajak sektor pariwisata 
3. Pemerintah kabupaten Maros dalam hal ini dinas pendapatan daerah 
sebaiknya melakukan pengarsipan data dengan baik, hal ini agar 
mempermudah individu maupun instansi yang ingin melakukan penelitian di 
wilayah kabupaten Maros. 
4. Perlunya mengadakan event atau kegiatan yang bertujuan menarik 
wisatawan agar lebih meningkatkan penerimaan di sektor pariwisata 
khususnya pada jenis penerimaan yang masih menyumbangkan nilai yang 
belum maksimal. 
5. Diharapkan pada dinas terkait untuk mengoptimalkan pemungutan pajak 
atau retribusi agar target target penerimaan bisa terealisasikan. 
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